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Menetapkan : PERATURAN - DAERAH TENTANG

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengéﬁ
1.
2.

4, Undang—Undang Nomor 03 ’[‘ahun 2014 tentanm;?m es:rmta fo
Daerah (Lembaran ‘Negara - Repubhk Indonesza Tahun 20
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negam Repubhk Indo*nema
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir:
dengan UndanﬁwUmdang Nomor 1 Tahun 2022 - tentang
Hubungan Keuangan'Antara Pemermtah Pusat da_n Pem -mtah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia_ Tahu 202
Nomor 4, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indo" 'es
Nomor 6757); :

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 temtang Cipta I&@ija-.'{-
(Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2020 Nomor, 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Inc{anema Nemgr 65‘? '

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022  tentang Prov
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Repu’bhk Indcaneé_ Tah
2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negal.a Repﬂbh 4
Indonesia Nomor 6780) _ ,

7. Peraturan Pememntah Nomor

26 Tah_u_n? ﬁ' '_ _:202

Republik 1ndonesza Nomor 6638) i
Peraturan Me:ﬁteu Dalam Negeﬁ Nomor 80 Tal‘mn 2015 :

Dengan Persetujuan Be:rsama -

DEWAN PERWAKIL&N RAKYAT DAERAH :
PROVINSI KALIMANTAN BARA’}T‘
dan :
GUBERNUR I{ALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

 BAB I :
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. e
Pemerintah  Daerah adalah - Gubemur sebaga; mmu
Pemerintahan Daerah yang mem1mp1n peiaksaﬁaan u1 usa,n pememn
menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. :

Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tam yang ben’nlal : stra“’cegls

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu (.;ubelnur dan Dewan Pemakﬂzm;ﬁ
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan. pemerm*tahan yang mergae:iz_}”f o
kewenangan Daerah. L
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki: batas Wﬂayah y'vmg' RO
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan; kep&nmwm”’:: Lo
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal ‘usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dzhormat& dalam szstem-’*-' '
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adaiah bac%em"
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. e
Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu P‘etam dalam SR
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana “dan sarana*_f‘ S
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen prakiik el{tmomj
biaya tinggi dan perubahan iklim. S S
Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk memngkatkan Lemam@uan_ SR
Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalm pendidikan dan =
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,. pengembangan sistem- dan. sarang.
pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; = -+
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan mforma& selta pengua‘tanx-ﬁ_-'
Kelembagaan Petani. L
Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan d&l‘l /atau 'beselta_f o
keluarganya yang melakukan Usaha Tani di b1dang ta:namem panafan
hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. B
Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayat:l de:{;gan baﬂmane_f'3-:""_"; i
teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk. menghasﬂkan K@madltaﬁa}-_,_f S
Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hemkultum perkebumm
dan/atau peternakan dalam suatu agmek;omstem . .
Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat dzperdagangkan
disimpan, dan/atau dipertukarkan. :
Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertamem mu‘ial dem 8ar ana-}
produksi, produksi/budi daya, penanganan : pasca pa:men pengoiahan
pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang. : ._
Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukaﬁ usaha Sarana pmdu_
Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil ‘Pertanian, ‘serta: jasa: pen‘m‘g&_ g
Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Repubhk Indonesza L
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korpera&, bazk yang belbad'
hukum maupun yvang tidak berbadan hukum.
Kelembagaan Petani adalah lembaga yang dltumbuhkembangk&n dam oleh an
untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan: k@pentingan Petani. =
Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/ peternak/pekebun yang. d:tbent I
dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi
sumber daya; kesamaan komoditas dan keal{raban untuk memngkatkan erta
mengembangkan usaha anggota. i
Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Keiampak 'I‘am
bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan Skala ekanemz f:ian efisier
usaha. i
Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petam, Kelompo
dan/atau Gabungan Kelompok Tani unmk mempelt}uangkan k@pentmgaﬁ{
Petani.

menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya menmgkatk&a_:__pmduktm '_
dan ketahanan pangan.
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang tm’lbul bagz hasﬂ c)!ah pﬂﬂr yang
menghasilkan suatu produk atau proses . yang. berguna un‘mk manusm dan -
dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang undangaﬂ :
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21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perseungan antar peiaku usah
menjalankan kegiatan produksi dan atau’ pemasararn baraﬂg atau gasa 'yang P
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambai-
persaingan usaha. SR i O e

22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petam deﬁgan plhak perusahaanf.
asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resﬂ{o Usaha Tani, =~ .

23. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik" yang: berbadan hul«:u.
maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oieh darl dan untuk Petm
melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yzmg selumhnya
dimiliki oleh gabungan keiompok tani. _ : :

24, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sefiaﬂjumya dmmtfk:at &PBE?Z-
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah’ Provmsl Kahmaman Bam

25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan - Petam dalam menga:mn
keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petam bm‘u d&n/a‘ta "’pefif
muda. : '

26. Organisme Pengganggu Tumbuhan yz«mg Seiamutnya dzsmgka‘t GFT adal
semua organisme yang dapat- - merusak; mengganggu keh1dupan Cata
menyebabkan kematian tumbuhan. : i .

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegaweu Negeu Sipﬂ-;termnu van
berdasarkan peraturan perundang- -undangan. cifmnjui{ selaku Penyldﬂ
mempunyai wewenang untuk melakukan peﬂyidlkal’i imdak pidana dala
lingkup undang-undang yang menjadz dasar hukumnya masmgmmasmb '

Pasal 2 s e

Penyelenggaraan Perlindungan dam Pemberciavaan Petam berdasarkal asa&

. kedaulatan;

. kemandirian;

. kebermanfaatan;

. kebersamaan;
keterpaduan;
keterbukaan;

. efisiensi-berkeadilan; dan

. keberlanjutan.

- BN« B o W ST S

Pasal 3
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ber tujuan untuk S
a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petam da‘iam Z{‘al‘lf’k X
taraf kesejahieraan kualitas dan kehzdupan yang 1eb1h balk L

. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawas a
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah R

kepentingan Usaha Tani; : -
e. menyediakan prasarana dan sarana permman ya:ng dzbumhkai
mengembangkan Usaha Tani; T TR
f. melindungi Petani dari ﬂuktuasz harofa prakuk ekonom1 blaya tmggi, la
panen; : S :
g. meningkatkan akses Petani pada sumberdaya Pertaman sehm ga _-Ieb:!
dan berkelanjutan; : '
h. meningkatkan penyerapan arzgkatan kerja muda pada sektor pe:tamaﬁ
1. memberikan akses pemasaran hasﬁ pi odukm dan harga guai yang layak
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Pasal 4 . : R

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petam mehputa o s :

. perencanaan; S
. perlindungan petani;
pemberdayaan petani;
. kerja sama;
pelaksanaan;
pembiayaan,;
. pengawasan; dan
. peran serta masyarakat.

e R - W oS o

BABII
PERENCANAAN

Pasal 5 - o :
(1} Perencanaan Perlindungan dan Pembezdayaan Petz—ml dﬂakukan sec::ala' _:ﬁ;_'._
sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akumabel ROl
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan berdasarkan pada e
a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; A T o
b. rencana tata ruang;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
e. jumlah petani;
f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian; S = i :
g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesualan ciengan keiembagaan d.ﬁn
budaya setempat. R sl e
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -mem'pakan_ "_b_ag;ag-g;y_a:_ il
integral dart: ' ' R R At Rt i s
a. rencana pembangunan Daerah;
b. rencana pembangunan Pertanian; dan
c. rencana anggaran pendapatan belanja daerah : : S
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai @ rencana - pembangunan Pe:z‘i:amzm
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huiuf b d1atur c‘tengan :
Gubernur. : BT

Pasal 6 _ S i
Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petam sebagaimana dzmaksu '_'Eialam
Pasal 5, memuat strategi dan kebijakan. R e

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebaga;mana d;maksud dﬂmn asa
6 ditetapkan berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayamz Petam

Pasal 8 : : : __

{1) Perencanaan Perlindungan dan Pember dayaan Petaﬁl Sebagmmfma d1maksad' :
dalam Pasal § ayat (1) disusun oleh Pemermtah Daerah cier.lgag mehb_

E—“’enyuiuh Petam, dan kelembagaan petam - TR
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BAB III
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Perlindungan Petani diberikan kepada: : : e
a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlmdungan Lahan Pertamam"
Pangan Berkelanjutan di Daerah; : '
b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan

c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki. iahéiri usaha ’L*an?;jf:--;_'._fz-j '

dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;

d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budzdaya tanaman pangam._"5'__.;:“._-_1".

pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;

e. Petani hortikultura atau pekebun atau peternak skala usaha keul sesuaz deﬂgm";:”_ . o

ketentuan peraturan perundang undangarl

Pasal 10
Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
. sarana dan prasarana produksi pertanian;
. penyediaan lahan pertanian,;
kepastian usaha;
. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;, = - S
sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan 1khm,
asuransi pertanian; . -
. bantuan dan subsidi;
komoditas unggulan;
. hak kekayaan intelektual; dan :
k perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat

e e 0 O P

Bagian Kedua : o
Penyediaan Prasarana dan Salana AT
Produksi Pertanian '

Pasal 11 SEIREE R e
(1} Dalam melaksanakan Perlindungan Petani sebagalmana d1mak3ud dalam;.
Pasal 10 huruf a, Pemerintah Deaerah sesuai dengan kewenanganny
bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola Pt*asamﬂa P@r‘csmlan
(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpu‘a
a. lahan; RIS IR
b. jalan penghubung, usaha tani dan jalan produksz, .
c. dam, jaringan irigasi dan/atau drainase, SR
d. embung;
e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen
f. gudang; :
g. rumah atau penaung tanaman,;
h gudang berpendingin; dan
i. bangsal penanganan pascapanen. R T o _
{3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud . pada aya‘i, (2) harus memm&uhz_f_
persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan pemturan pemndang-m&dangan
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{4} Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) me}lputl 2 _
a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan ~obat" hewan o
sesuai dengan standar mutu; dan - S
b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan ko:ndlsl Sp@Slﬁk 101-18.81 _
(5) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dlSlapkazz o
secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkan baﬁ‘l Petani.. SEEET
(6) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dlmaksud p&da ayat {4) S
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. '

Pasal 12 ' RO S I
Pragarand dail Sardiia Peftaniail sébagaimana dimaksiud dalan’i Pasal 11 Wajib o
dipelihara oleh Petani. : :

Pasal 13 . ' EE
Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peiaku US@& dapati_ S
menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara prasarana dan- sarana pl’i‘GdLﬂi&l el
Pertanian yang dibutuhkan Petani, . S

Bagian Ketiga :
Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 14 - ' RS S

(1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Petani sebagaimana dzmak%suéj_;f L
dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah membemkan Jzamman penyedzaaﬂ_ﬁ I
lahan Pertanian. S :

(2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dzmaksud pada ay"" Ak
dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah umuk L@pentmgan
Pertanian. _

(3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepennnﬁan Iahan_.. Pez‘tamz-m
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diperuntukkan kepaﬁa Kelembagaan
Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah: dengan luasan palmg ium 2
(dua) hektar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemarxfaatan 1ahan sebagmma
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur L

Pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dzmaksud da_‘tam Pasal 153 ayai {3 .

untuk kepentingan Ilahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebaga:t; :

berikut: :

a. diberikan kepada Petani penggsarap taratHan 1jaﬁgan dan / atau ‘l:ﬁag; Pé’-;tam_--
Budidaya Komoditas Unggulan tertentu yang mem;hk} mlai manfa&t Sdan
ekonomi tinggi;

b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Pe‘i:am yaﬂg hdak memlﬂﬂ b}m&f :
Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; dani :

¢. tanah milik Daerah sepanjang tidak dlpergunakan dan / atau d1manfaa’ahaﬁ,
untuk kepentingan Daerah, _ R :

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagmmana v:izmamu“’i, L
dalam Pasal 14 ayat (3) dilarang: Caiiniand
a. menjual, menyewalan, dan/atau mengalihkan tanah mililt Daemh kepada plh’ﬁ\. Imn? s
dan o
b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha T ani ch luar darz keteﬂtuaﬁ A
dalam Peraturan Daerah ini,
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Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 17 SR S o

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani sebagaimana chmaksud dalam Pasal -

16 huruf ¢, Pemerintah Daerah wajib: C S

a. menetapkan kawasan Usaha Tani lintas Kabupaten/Kota berdasaﬂ«:an kcsnd}m o
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumbef da}fa- L
buatan; : : _

b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petam ym&g S
melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah ‘sesuai dengan--_f'?-'_f .
kemampuan keuangan Daerah; dan Rt

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 18 S

(1} Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1’?’ huruf b_;_ S

merupakan hak Petani untuk mendapatkan keuntumgan yang dﬂakﬂkmi-_-_ S

melalui; i

a. pembelian secara langsung;

b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau

c. pemberian fasilitas akses pasar : R
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada avaf: (i) S

Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kezgzatan sa

usaha di bidang Pertanian dan/atau bekerjasama. dengan p}hak I:{ettga '

Pasal 19 e S
Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebawa:imana dzmaksud ciaiam
Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Guberaur. SR L

Bagian Kelima - | SRS
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tznﬂgl

Pasal 20 . : S .
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagazmana dimaksud daiamé-:_ i
Pasal 10 huruf d dilakukan dengan menghapuskar berbagaz Pungutan }fa’tflg_:’_';
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan i e

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat keJadian Luar Biasa

Pasal 21 o : o
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan gantl mg1 gagal }3&1’1&1‘1 aiubat
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 humf e sesu' i
dengan kemampuan keuangan Daerah. - SR
(2) Penghitungan bantuan ganti rugi gagal panen almba‘t ke}aﬁzan 1um* hzasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan [
a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas ianam ys—mg rusak, o
b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan Jatau -
c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan / atay’ ‘ter‘mak
(3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagmmana dlmaksud pad
ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertaman bersa
Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusz—m Gubemm n
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Bagian Ketujuh A
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 22 c :
(1} Pemerintah Daerah wajib membangun sistem pemngatan dini sebagazmana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dalam rangka menganﬁszpas; dampak:
perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen. =
(2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim: sebagmmama
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: S
a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah p@la i:anam i
dan/atau menggagalkan panen; dan R '

b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama c{an/atau Wabah penyakit :

hewan menular.

(3) Sistem per;ngatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat { )'be_rzm'mff:)tma&i*' 1_':_ »

mengenai:
a. perubahan iklim dan cuaca;
b. potensi bencana alam; dan

c. jenis serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyaklt bewaﬁ :

menular.

Pasal 23

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3} hams akuzat ‘i:epaf’:f S
waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat dzakses d@ngam mudah?-[-_ G

dan cepat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dml dan penangaﬁanf_.';.-;::.:..:.:._
dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 d;a‘i:ur dalamf--:_l_,:_ L

Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 25

(1) Asuransi Pertanian dalam Perlindungan Petani Sebagaamana chmahsud daiam

Pasal 10 huruf g diberikan terhadap Petani. : : S i
(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (‘E) d11a]<:ukan untuk:-‘-’ﬁ?:
melindungi Petani dari kerugian gagal panen dan/atau usaha Pertaman aﬁ_{;ba‘t
. bencana alam; R :
. serangan OPT;
. dampak perubahan iklim;
. wabah penyakit hewan menular;
. pencurian hewan ternak;
kematian karena melahirkan;
. kematian karena kecelakaan; dan/atau - : S
h. jenis resiko lain sesuai dengan ketentuan pera‘tuz ar perundang—undaﬂﬁm ;

w o omMmo Q0 oPp

Pasal 26 . - e
Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dlfas111ta §

Pemerintaly Daerah.
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Pasal 27 S

(1) Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 26 memfasﬂitasz Se'i:iap

Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pez tanian. o :

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {n mehpui
a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; : e
c. sosialisasi program asuransi te1hadap Peta.m dan” pem&ahaan asaranszﬂ i

dan/atau : : S
d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 28 _ : R [
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberlan Asuran31 Peltaman (thamr S
dalam Peraturan Gubernur. : g S

Bagian Kesembilan
Bantuan dan Subsidi

Pasal 29 S :
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 humf h dibemkan oleh Pemei
Daerah kepada Petani dalam benituk: C : e
a. pengadaan sarana produksi Periaman bag1 Petam Sebagazmana cilmais.sud
dalam Pasal 11 ayat (3); : SR
b. pemberian modal untuk produksi bag:\ Petam yang mempel ﬁl :

kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 30

Daerah untuk: : : - R

a. benith tanaman dan benih hewan atau bzbrt hewan, pupuk
obat hewan, dan/atau alat dan mesin Pertanian;. :

b. premi asuransi dalam rangka Asul ansi Pertanlan se’bagaimana :
Pasal 25 ayat (1); S : : SN

¢. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan baﬁk, o

d. harga pembelian pemerintah yang di "bawah haz*ga pasar a‘i:au

e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina pl odulktif. -

‘Pasal 31 - S -

{1} Pemberian Bamuan dan Subsxdl sebagazmana dlmaksud_;-. alam Pasal';'-
dan Pasal : nan:
dimaksud dalam Pasal 9. .
(2) Bantuan dan Subsidi sebagalm&na dzmaksud pada ayat (1)
oleh Petani untuk kepentingan Pertanian. 7 0

Pézsal 32
dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33 o . -
Ketentuan lebih lanjut mengenaj, tata cara pembeﬁan, besaz an:

RARG Fm&m&m&’ zsmm
g bR

NI "3‘

&




Bagian Kesepuluh
Komeditas Unggulan

Pasal 34 .
(1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap I{omodltas Uﬁgﬂuian '

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dalam rangka m@laksanak&n o

Perlindungan Petani. -
(2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'c1itetapkan_déngan o
Keputusan Gubernur. : : '

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana damak&ud

dalam Pasal 34 ayat (2) dalam bentuk: '

a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan irnpor terhadaf}
Komoditas Unggulan; atau

b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap e

Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebuiuhan = Daerah
mencukupi. .

Bagian Kesebelas
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 36

(1) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki Petani sebagaunaﬁa S

dimaksud dalam Pasal 10 huruf j wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. =
(2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dlmaksud pada ayat (i)-. o
meliputi: o R
. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
. teknik penanaman tanaman Pertanian;
. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian dan ter nak

Lo o

e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika blbzt Lmtuk tanam&m §

Pertanian dan ternak;
f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; dan

h.bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertaman maupun he

peternakan.

Pasal 37

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimalksud dalam P’asai 36 ayat {1} S ._

dilaleukan melalui:

a. paten;

b. perlindungan varietas tanaman;
c. indikasi geografis; atau

d. hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan Lekayaan mteiek‘s:ua}.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam bentuk:

a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga ke}uali'iya hal{ kekaﬁf&aﬁ -:_ i |

intelektual dari instansi terkait;

b. pembiayaan seluruh pendanaan yang terkait dengan proses peﬁdaftamnf

hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai- dengan kemampuan :
keuangan daerah; dan/atau

c. fasﬂrta& bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasaiahan hukumf;.f_
hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan pemmran per‘andang-f? EEEEEN

undangan.
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Pasal 39 -

(1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan
intelektual dapat mndaftarkan haknya kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.

(2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat
melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian
untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kedua Belas
Perlindungan Dari Praktik Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Pasal 40
(1) Perlindungan terhadap Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.
(2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan terhadap:
a. perjanjian yang merugikan Petani;
b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
c. posisi dothitian yang mérigikan Pétani.

Pasal 41 .
Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan berdasaika_n keten‘mmx :

peratuidan perunidatig-undatrigan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

{1} Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan }3@1&
pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani serta’ menumbuhkan;
dan menguatkan Keiembagaan Petani agar mampu mandm dan berdava-:‘-- SR

saing tinggi.

(2) Pemermtah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukdn kOOI’dlI’la‘%i S

dalam perencanaail, pelaksanaan dan péngawasan PEMBeEr éiayaan Pétafi.

(3} Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan uniuk'_-z -

melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.

Pasal 43 ' SR
Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayaf: {3} £
dilakukan melalui: o SR

a. pendidikan dan pelatihan;

b. penyuluhan dan pendampingan; :

¢. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertaman

d: konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;

e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan mformasz,

f. regenerasi Petani; dan o

g. penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petam. S
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(2)

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan atau 1embaga yang: terakreciaiagz Lo
dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sebagaimana dimaksud -

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 44 S
Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  kewenangannya  berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Peasal 43 hutruf a keépeada Petatnid, o
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 1&111
berupa: ' '
a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendzdﬂ{am di bademg
Pertanian; dan/atau SRS
C. pengembangaﬁ pelatihan kewirausahaan di bidang agnblsms . -
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud- pada avafz '

(1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau bekelj}asama c‘iengan

badan atau lembaga yvang terakreditasi.

Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada’ ayat fff’z) |

difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam  tata cara inovasi
teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. .
Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang sudah mendapatkan:

pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoieh bantuan:_ o

modal dari Pemerintah Daerah:

Persyaratan Petani yang berhak mempercleh bantuan : modal ﬁam.

PemerintahDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perunc‘iang undanwan

Pasal 45

Fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan peiaﬁhan sebagmmana S

dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pe}auhan' sebagaimana’_f"

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) wajib mener apkan dan membagi -
pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya kepada Petam yan_'ig--. o
lain. SR R

Pasal 46

dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan sesual ketentuan peramran pemm‘iaﬁgw o

undangan.
Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 47 ' LI
(1} Pemerintalhh Daerah &sesuai dengan Kewenanganinya rﬂemberﬁ{an fdmhmm S

penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hmuf--_-- s i

b secara berkelanjutan kepada Petani.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan oleh penyuluhf_;_ B o

dalam rangka peningkatan kelompok tani.

Pelaksanaan penyuluhan dan perdampingan kepada Petam §ebagmmaméi-; :_- "
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pernerintah: Daerah .
atau bekerjasama dengan masyarakat, badan = atau- lembaga .yang._-_ e i

berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampmgan Permman

Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana. dzmaksud pada. ayat (1} R

antara lain berupa:

a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran, _
b. analisis kelayakan usaha; - :
c. teknologi informasi Pertanian;

d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau

e. tata cara memperoleh halt kekayaan intelektual.
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(5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -undangan,

Pasal 48 _
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyuluhan dan pendampingan -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur,

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana
Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 49
(1} Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan
sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf c. _
(2} Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana = -
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yvang memenuhi standar keamanan
pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum; - _ .
b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk
pemasaran hasil Pertanian; '
c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; _
d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau

kelembagaan ekonomi Petani lainnya di wilayah produksi Kemc}ﬁitas;-

Pertanian;

e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekeljasgama._-.‘ﬁ -
dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperas;, dan/ at@_u_ij_
kelembagaan eckonomi Petani lainnya di wilayah pmduks1 Kcmc}dztaa e

Pertanian; : L
f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang salmcf m@meriuk&n )
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Per‘taman
h. mengembangkan pasar lelang;
i. menyediakan informasi pasar; dan
j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 50

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha cialam mema&mk&n S

hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undm’lgan

Bagian Kelima :
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertaman

Paragraf 1
Umum

Pasal 51 _
Pemerintah Daerah wajib memberikan konsolidasi dan jaminan lﬂasan 1ahan' S
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d yang dﬂal{ukan melaﬁm '
a. konsolidasi lahan Pertanian; dan :
b. jaminan luasan lahan Pertanian.
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Paragraf 2
Konsoclidasi Lahan Pertanian

Pasal 52 SSTRURRR

(1} Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 51 1‘11,11“111: a I

merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sasuai"::'- :

dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentmgan ‘Lahara P@rtaman i
(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin. 111&3&11 lahan-- e

Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak, . - IR
(3} Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengendalian aiih fungsi lahan Pertanian; dan :

b, pemanfaatan lahan Pertanian vang térlantar.

Pasal 53 ' oA
(1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dlmaksud daiam Pasa} 32 LT
Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Peztamaﬂ meimm.}?Ef’-jf'-'_'_'j_.
penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertaman It B
(2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) d1laku1<:a:t:;’.:-f}
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. R, S

Paragraf 3 BRI
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 54 : SRR
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan 1ahan Pertamm LT
sebagannana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b bagi Petani.: S i
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengaﬁ memb@nk
bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negaia bebas yang dlperuntukl{{an
atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian. . :

Pasal 55 : : R
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi. unmk memperal&h ‘i:a}:lah? e
negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan Sebagm kawasan Pertanmm[ .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) d1atu‘f daiam ?era‘tmanl

Gubernur.

Bagian Keenam ;
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknoiogl dan Informas;

Pasal 56 L
(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses Jarmgam mterizet _
ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi’ sebagazmaﬂa dimaksud de¢
Pasal 43 huruf e untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertaman
{2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (‘1) mehpuﬁ
a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologl - :
b. kerja sama alih teknologi; dan SRR B s
c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ﬂmu peﬂgetahu
teknologi dan informasi. : ; S -

Pasal 57 SRR e
(1) Penyediaan informasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 56 ayat { } huzuf C
paling sedikit berupa: :
. sarana produksi Pertanian; ' S RORRHR R
. harga Komoditas Pertaman dain Komodztas Unggulaﬁ, S
. peluang dan tantangan pasar; : MRSl
. prakiraan iklim dan ledakan OPT dan/atau Wa,bah penyakﬁ: hewan menular‘
. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; : o e
pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
. ketersedidan lahsn Pertariiss.

0o ™0 L0 oD
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(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) halus akurat tepat ‘wakm,:'-:_"f'-'-."_-"._:-'ﬁf::;
dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petam Pelaku Usaha;iﬁ' S
dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Regenerasi Petani

Pasal 58 -
(1} Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membma R&Oeneram
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f secara: berkelanjutan
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentulk: - o
a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru ' S
b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan ber bams Pe:r’taman dan
c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. I s
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan daiam ben‘tuk.-_ SR
penyuluhan dan pendampingan. TN
{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani dzai:ul da}am Peratumn e
Gubernur. :

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan Petani dan
Kelembagaan EKonomi Pétani

Paragraf 1
Umum

Pasal 59 ' LT T e e

(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya: =

Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petam sebagmmaﬁa dzmaksud

dalam Pasal 43 huruf g. : LR

(2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan K@lembagaan EkﬁOi’l(}i"l’Ii Petam Sl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dllaksanakan dengan perpaduaﬂ dm‘l;_
budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petarii. _ :

Pasal 60 B )
(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( ):tei*‘diiji::afas:z L
a. Kelompok Tani; DL
b. Gabungan I&eiompok Tani;
c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
d. kelembagaan petani lainnya. ' LR
{2} Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud daiam ?asai 59 ayat {1}}_{'
berupa Badan Usaha Milik Petani. : : - g

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 61 _ : S

(1) Keélompok Taiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayai (1) hmmf ..a

dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. : e

(2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan keeu 1fan Iokal dan keterhbataﬁ-"?”-“'"-
Petani perempuan. L -

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pa*sal 66 ayat _(1
huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang' beik@duéukami_i’_,_ R
di Dusun, Desa/Kelurahan atau bebezapa Desa dalam kecamataﬂ ygmg sama.- o
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Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani herfungsz seba.gal 1{@1&3
pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi dan wadah tukar menukar =
informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tam Sesumi L
dengan keduduknnya. S 7 5

Pasal 64 = S o

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud cialam Fasai 63'_. St
Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, bertugas: R : IR
a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembzmgkaﬁ S

Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan.}j AN

kemitraan usaha; Lo
c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok dan : e
d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau keiompok daiam Sl

berusaha Tani. : :

Pasal 65 ' o T

(1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud cialam Pasai 6(} ayat {l)'_ R

huruf ¢ merupakan lembaga independen nirlaba yang: dibenml{ oleh dan cian_':_{ Ry

untuk Petani. e

(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya sebagasmana dlmaksud pada ayat (i) Gl

dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau’ 'tokoh masyamka‘i_ ya.ng-i Sene
peduli terhadap kesejahteraan Petani. ' i

Pasal 66 R : AL e
Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 da;t:sat""?;'j:_g_.;--"-
berkedudukan di kabupaten/kota atau Daerah. ' o : i

Pasal 67 : g ER
Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud daiam Pasal 66 ’bertugas L
a. menampung dan menyalurkan -aspirasi Petani;
b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan k’t’:ml’i‘_‘t aaan U%aha Tam
c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah datam perumu_
kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petam, S :
d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dzhasﬂkan anggota dl Baeza
dalam negeri dan di luar negeri; _ SR
e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil; S0 SRR L
memfasilitasi anggota dalam mengakses sarsma pr@ﬁiul{&t Pertaman t@_
dan permodalan; dan S
g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tam

fvsr ]

Pasal 68 . il S
Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dnnal{sud dalam Pasal 60 ayat ( ) humf : {:1___
dapat berkedudukan di Desa/kelurahar, Kecamatan, Kabupﬂ‘ten/ Kota a‘c&u Daera .

Pasal 69 _ L o
Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tarn dan Gabungan I{eiemp@k
Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku: secara mutatis mutandis

terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petam fiamnya sebacralmana _d;maksud
dalam Pasal 68. AT e

Paragraf 3 R et
Kelembagaan Ekonomi Pei:am Bk

Pasal 70 e : e

(1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud daiam Pasa} 60 : _aya ":?;)
dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan K@iom@ok Tanidengan
penyertaan modal yang seluruhnya dlmﬂﬂ{l oleh Gabung&m Kﬁlempok ’I‘am

HARD z»t;mmmmr BARRAK-
TR i PERBRANARES
iy LA

..C@ R P;

-&gm?mg_.: _'_ i




(2)
3)

4

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani Sebagazmﬁﬁa-'

Perubahan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dlmaksud pada ayat {1]'"-7 L

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa't.
berbentulk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan keienmani

peraturan perundang-undangan.
Prosedur persyaratan dan tata cara pendirian badan usaha milik Petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berfungsi

untilk meningkatkan skala eKonomi, dayva sainig, Wadah investasi, dan

mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani. _

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: -
a. menyusun kelayakan usaha;

b. mengembangkan kemitraan usaha; dan

c. meringkatkan nilal tainbah Komoditas Pertariian.

Pasal 72

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2] dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan berkas p@ndman:'
b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian;

c. fasilitasi bantuan biaya pengurusan badan hukum; dan/ atau
d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan. :

(1)

BABV
KERJA SAMA

Pasal 73

Dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menye}enggamkaﬁ_ . G

kerja sama:

a. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; _

b. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi 1a1111’1ya, . s
c. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan / atau
d. antar Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga. = -

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1seiengga;takan deﬁ an.

memperhatika kepentingan dai Keblutuhan magy arakai deﬁgah pﬁmﬂp 1
sama dan saling menguntungkan. '

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @) dﬂaksanakaﬂj_f:f:"*.': .

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 74

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dﬂakukan oieh Perangkaii_ o

Daerah yang membidangi urusan Pertanian.

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oieh Perangkat Daemh
yang membidangi urusan Pertanian sebagaimana dimaksud pada: ayat (1} =
dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunym i:ugas pakok eﬁam_;-zz---j.;:_:__'__:.

fungsi di bidang;
a. pangan,;

B3, kehutanaii;
c. peternakan;
d. perkebunan;

e. penyuluhan;

{. pendidikan dan pelatihan;
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g. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

h. perindustrian dan perdagangan;

i. penelitian dan pengembangan; dan

j. bidang lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemb@rdayaan o
Petani. - =

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu

Umuimn

Pasal 75 - e
Pembiayaan Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber darz
a. APBD; :

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76 o REPSANTI
Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan - Pe'tam sebagmmana;._,_}f L
dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tam m&lalm
a. lembaga perbankan,; : : S
b. lembaga pembiayaan; dan/atau
c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 77 : ' :

(1) Dalain inelaksanakan Perlindurigat dan Pemberdayaan Peiam Pe__
Daerah memfasilitasi BUMD bidang perbankan untuk melayam I{ebumhan_g- B
pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petam Sesual dengan ketentuan SR
peraturan perundang-undangan. SN RS

(2) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) BUMD'-T}_}’
bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Pertanian.

(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian Sebagaimaﬁa;l
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan: =
yvang lunak. L e e R

Pasal 78 ' : S
Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, pelayan'm kebutuhzmﬁ-:;;';-_.'_'-_-':-;
pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesum ciengan:_-f. SN
ketentuan peraturan perundang-undangan. SRR R L

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan

Pasal 79 - : L
Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petam, Pemermtah Dae:l
wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah atan memfasﬂltc
pada Lembaga Pembiayaan untuk melayani Petani dan/ atau Badan usaha milik S
Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan: ketentu&ﬁ peratmaﬁf-_-.l_'-_-_'_'; -
perundang-undangaan. TR e

Pasal 80 _ : : e
Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 79 Wajzb m@iaksanaﬁ%qan_gf_ o
kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan Sederhaﬂa dan pmseduz.;f i
cepat. AL S
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Pasal 81

(1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani aga.i‘ iﬁéméﬁuhf': o

persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. _
(2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahk‘Ml Petam dalam
memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan. e
(3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 c:iapat L

menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui

lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di
bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian. '

Pasal 82 e
Pelaksanaan penyalurail Kiedit dai/atau pembiayaan bBagi Petani sehagaamgma.-

dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan - |

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Periyediaan Akses Peribiayaat Bagl Petani

Pasal 83 _ e S
(1} Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan fpe‘nyédiaam - akses
pembiayaan bagi Petani. T
{2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ('i) -d--ifialﬂikéﬁ
dengan: -
a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau mempelluas kepemlhkan 18_%1211“1 '
Pertanian; : :
b. pinjaman modai untuk memiliki hewan ternak;
c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/ atau

d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bma hngkungan daﬁa ianugung-

jawab sosial dari badan usaha,

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam raﬁgka geiaksanaani---' o

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂalmkan oleh Pemermtahf |

Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitori ing dan-: evaluasi.

(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dﬂakukan sec:ai*aj.__ :
berkala atau sewaktu-waktu dan berkoordinasi - dengan Peme:mn‘i:ah:_' .
Kabupaten/Kota serta instansi/lembaga yang terkait deﬂgan pelaksanam’_'_'_:f o

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 85

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian menyampalkan iaporan ha&ﬂf-'_:_' B
pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdavaan Petani di S
Daerah kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atam sewaictwwakmi o

diperlukan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86 R : S
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Peﬁmdung&n d&m
Pemberdayaan Petani. '

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da}}a‘t _dﬂ_alﬂ_ﬂgasz_; : Ey

secara perseorangan dan/atau berkelompok.
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(3} Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dapat dlialxukan
terhadap: _

a.
b.

s R R W

perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
penyediaan lahan Pertanian;

. sistern peringatan dini;

perhndungan komodltas unggulan;
regenerasi petani;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau

pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 87

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemermtah Daemhf
diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang Undang umuk. :
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. '
Wewenang penyidik sebagmma_na dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

h.

J
k.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membemtahukaﬁ dlﬂ’lﬂialmya:_: _'
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penummt Umum_ S

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketezangan a‘i‘:au l&p{}mn.'_ :
berkenaan dengan tmdak pidana di bidang Perimdungan dan Pemberdayam' Bt
Petani; _

. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena:t 01&1’1g pnb&dz'_l_u
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan- S

dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaaﬂ Petani;

. meminta keterangan dan barang bukti darl orang prlbada ‘atau’ badaii'_; _
sehubungan dengan tindak pidana di bidang - Perlmdmngan- dam; R

Pemberdayaan Petani;

.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen 1&111-'-:' L
berkenaan dengan tmda}{ pidana di bidang Perimdungan dan Pemberdayaam_- RN

Petani;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktz pembukua;n G
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta meiakukan peﬁ}, 1taan ierhadap; L

barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan tugas pen‘vzdman

firndak pidana di bidang Pérlifduinigan aas Pembmdayaan Pétanis

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang memnggalkan iuangan‘i :
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 1nemer1ksag_f*_;_-_-'
identitas orang atau dokumen yang dibawa Sebagazmana d1ma1{sud pada__ s

huruf e;

memotreét seseorang yang berkaitad dedgan tmcleik 5 -plciaﬁa:: -'.‘d1 "(ﬁdaﬂg:

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

memanggil orang untuk didengar keterangarmya dan dipeuksa snb’«tgm_:f :

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan : o R TI
melakukan tindakan lain yang perlu untuk 1{@1311@:&1‘&11 pen},iﬁ;kan tmda&'_f-_f;- el
pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Pe‘tam menurut hukum'_:_t;

yang dapat dipertanggungjawablkan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BABXI .
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88 I P TR RIEE P e
(1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 atau Pasal 31-©
ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling larha 6 (enam) bulan atav
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). = B
(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.. | ..

BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: : T e
a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya; dan
b. Perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan pertanian “yang sedang berlangsung =
masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan selanjutnya disesuaikan dengan =
ketentuan dalam peraturan daerah ini, e

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90 oo o i
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan’ paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. o o

Pasal 91 U
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: ER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penigundangan peratur i d @rah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantarn Bara

Ditetapkan di Pontianak
AR

pada tanggal 1% MW{»“‘%W Q’% :j-':' ':-j: o
GUEERNUR KALIMANTAN BARATY

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 7 ooumbe 3e30

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT :5-236/2022




BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

(1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasai 16 atau Pasal 31 -
ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 {enam) buian atau" o

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 {(lima puluh juta mplah) o
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan Pelanggarm

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui kebemdaanny& {iam
b. Perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan pertanian yang’ sedang: berlangsung
masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan selanjutnya dlsesualkan deﬂganﬂ'__f e

ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB X111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal G0

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dztetapkan paimg Iama 1 o

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini cimnciangkan

Pasal 91 '
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dzundaﬂgkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan d&ez &h“ o

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pr‘ovms& Kahmantan Barat

Ditetapkan di Poxauanak
pada tanggal ~|% “pio _
# GUBERNUR I{ALIMANTAN BARAT %

Diundangkan di Pontianalk

Pada tanggal 1% josueke goa@
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 'I‘AHUN 2022 NQM@R""
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 5 236 /2022;
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PENJELASAN
ATAS .
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ik
NOMOR TAHUN 2022 '

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UMUM : ' Lo
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesza Tahtm '

1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindung '
segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, “mencer ciaskan Sl
kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial” bag; seiumh 1&1&3;&1: SR

Indonesia.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang Undang Da@m‘_' _.
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan =

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi

pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indones;a, berhak aias_"}'_ﬂ 3

kese;ahtez aan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajil -

sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan ﬂsaha untuk’f'f. a

meningkatkan kesejahitéraain, khtisusnya di bidaig Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undaﬂg—Undang Dassar Negara:_}_' o
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan- pembangunanf; R

Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Pétani.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyaf:a dalam pembangunaﬁ
Pertariian dan pembangunan ekonomi perdessarn,  Petani gébagai p&a};af;-'_?ﬂ-] f
pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pembeldayaan untuk
mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar: Setiap [
Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandlrzan pangan cian-‘-;

ketahaﬂan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Perta:man Pﬁ:’tam mempun} i ST
peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku 1tama’ pembanmnan o
Pertanian adalah para Petani, yang pada umummya berusaha dengan skala =
kecil, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani
atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada mumnya. oo
mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana’ pmdu}{m pembmyaam}f:; L

Usaha Tani, dan akses pasar. -
Selain itu, Petani dihadapkan pada kecendemngan terjadmya pezubaha

iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha; globaizsam cian-:_;f' L
gejolak ckonomi global, serta sistem pasar yang tidak: berpmak kepada P@t&mi L

Oleh karena itu; diperlukan upaya untuk meimdungi e;iarz ; S@k&li
memberdayakan Petani. :

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersedzaan samb@r dajya
Petani yang berkualitas di Provinsi Kalimanatan Barat, perlu dﬂalmkan upaya o
perlindungan dan pemberdayaan Petani sesuai }aew&‘:nangan yang dzb@mk‘mﬂ*"_'_' o
kepada Pemerintah Provinsi Kalimntan Barat untuk menetapkan sira‘tegz s:ian}. i

kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayvaan kepada Pem:m ch Plovmf«%z-_f
Kaliamntan Barat selain merupakan kebutuhan yang penting juga untuk = .
mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun tu;uaﬂ dazﬂ pembenmkanff S

peraturan daerah ini yaitu:

a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Pe‘tam- dalam rangi«::a:,; 1y

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehldupan yang lébih baik;

b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Iﬁeiembagaan Pe:tami}ﬁ:f““-_ : :
dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif," magu modern dan._'f__i:-

berkelanjutan;
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c. meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  serta pengawas;an d,caiam._f

rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian vang meia}am :
kepentingan Usaha Tani;
e. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang d1‘butuh1<:an dalam
- mengembangkan Usaha Tani;
f. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tmg , dan
gagal panen; _
g. meningkatkan akses Petani pada sumberdava Pertaman sehmgga lebzh s
produktif dan berkelanjutan;
h. meningkatkan penyerapan angkatan kerja muda pada selctor pertanian; dan
i. memberikan akses pemasaran hasil produksi dan harga 3uai yang Iayak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Hurufa R =
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraam .
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dﬂaksanakan dengan .
menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat -
menentukan nasib serta mengembangkan potenm yang terbmk bagz"'
dirinya sendiri. :

Huruf b - o
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penvelenggammz o
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus d:daksanakmz ‘secara
mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumbazﬁ.-- :
daya dalam negeri. - '

Hurufc o s
Yang  dimaksud  dengan  “asas  kebermanfaatan” - adaiah L
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan . Petam haru& S
bertujuan untuk memberikan manfaat vang- sebesar b@sarnya baw’x
kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani. : -

Hurufd R
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggarafm
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dﬂaksanakan secara -
bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku - _U’sah_a, dan -
masyarakat. : S e

Huruie IR
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan o
Perimdungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan = dan v
menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat hntas Sekmr hn‘tas;; S
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelen gamaﬁ
Perlindungan dan Pemberda;. raan Petani harus dilaksanakan dengan

memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan: lainnya S
vang didukung dengan pelayanan informasi yvang dengan mudah dapa@;g; .

diakses oleh Petani dan masyarakat.
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Huruf g

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus ‘memberikan peluang_l_-
dan kesempatan yang sama secara proporsmnal “kepada semnua -
warga negara sesuai dengan kemampuannva. '

Hurufh

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adaiah penyelenggaraqn

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanskan secara

konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin: kebeﬂangsungaﬂ -

ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe

(NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, J&ms komodnas statu&
pengusaan lahan. : L : :

Huruff{

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyeien gar, aan”' o

Profil Petani” berisi yaitu Nama, Nomor Induk I{ependudukan ?-

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya =

dukung Usaha Tani.
Huruf g
Culkup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3}
Huruf a

Cukup jelas,
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Hurufb

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan Pertaman” }anu o
perencanaan pembangunan Pertanian dalam arti luas yang

terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Da@rah
sektor Pertanian,

Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6 S
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penet&pan upa}a o
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selar: as - dengarn program -

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemelmtah Daerah
Pelaku Usaha, dan masyarakat. : o

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Pelibatan Penyuluh dan Petani dalam perencanaan Peﬁmduﬁgan_-
dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk - memenum ‘asas:
kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas I{e‘terpaduan SHEE
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a : s ;
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan’ mempakan Wﬂayah_._.g_ S
budidaya Pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki
hamparan/bidang lahan pertanian yang dltetapkan untuk cimndw*zwf*_ﬁ_ o
dan dikembangkan secara konsisten guna menghasﬂkan paﬂganﬂ I
pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulaiaﬂ pangan 11&3101’1&1
Huruf b L '
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Hurufe : : : R
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan pel undaﬂgw unciangaﬁ ;
adalah peraturan perundang-undangan mengenai skala usaha kecil di
bidang hortikultura, perkebunan, dan- pet@makan menumt kﬁmnm&n
peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas, r————— -
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Hurufb

Cukup jelas.
Hurufc

Culkup jelas.

Huruf d _ s B B ST Il T |
Penghapusan praktik ekonomi biaya tmgg1 dimaksudkan uﬁmi{ L
menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tam Secara efekt:{f (i&ﬂ::‘f“': .
efisien. : S

Hurufe - N 5
Yang dimaksud dengan ganti rugi gagal panen akzbat E{ejadiam.;' IR
luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi i
Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemumahaﬁﬁ L
budidaya tanaman atau ternak yvang disebabkan oleh area endemﬂ{,f_]; S
bencana alam permdﬂ{, dan/atau rusaknya mfrastruktur ?’ei taman e

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Hurufi

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Culkup jelas.

Huruf b : L : :
Yang dimaksud dengan - jaia:n usaha tam adaiah prasamna_
transpoitasi pada kawasan pertanian ‘yang: berhubunganideﬁ
jalan desa: Jalan ini sangat s‘u"ategis dan m beri a ;
transportasi pengangkutan sarana’ usaha tani menuju lahan,
pertanian dan mengangkut hasil- pmduk pertaman darl
menuju  pemukiman, tempat peuampungan ;

pengumpulan atau tempat lainnya.” -

Yang difiaksud  defgail “jalan pmciukm 'ac‘fialah adalal
vang berfungsi: unfuk 1&111 lintas. pengumpulan hasﬂ e
menuju ke tempat- penampungan sementam atau k;e : pab
pengolahan hasﬂ pertaman O I SRR
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Hurufc : ' R eI
Yang dimaksud: dengan “dam” adaiah Sebuah bendmg Lmtuk._% S
meningkatkan muka air sungai sehmgga air. dapat dlahrkan 1«:@ DR
tempat yang akan diairi. SR
Yang dimaksud dengan ° Jarmgan 1r1gas1 adaiah mfrastml{‘i:url_._--:: L
yang mendistribusikan yang. berasal daz‘l bendungan, :
bendung, atau embung terha.dap }ahan pertam.an yang dimiliki
oleh masyauakat Dengan adanya Jarmgan irigasi dni; kebutuhan_] i
akan air untuk sawah dan ladang para petanl akan ‘i:el Jamm R

Huruf d =
Yang dimaksud dengan “embung’ adaiah temp&‘t a‘tau wadahf- SR
penampungan air pada waktu terjadi surplus a}r di Sungai atau:'_'_re'_' e
sebagai tempat penampungan air hujan : S
Huruf e
Culcup jelas.
Huruf f
Cukup jelas,
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6}
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Culwup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

peﬁggarap atau Burah Tam Yamf
penggarap” adalah Petam yang rﬂenggarap t&mal Drang lain
sistem bagi hasil. Yang dlmaksud dengan . “Buruh Tam

seseorang yang bekerja dibidang pertarlzan mlhk orang lam da;ri-'_ i
memperoleh upah dam haszl kexjanya O e : R
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Huruf a ' - SO R
Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tam
dalam sebaran kegiatan dalam: bldang Pertaniar
faktor pengikat tertentu, baik- fakt,or alamlah SOSIal
infrastruktur fisik buatan e L

Hurufb : R

Yang dimaksud dengan _%‘*j i
pembelian oleh- dp}?’emermtah Daerah terhaciap
sesuai harga dasar yang d1tetapkan R

Hurufc
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) o B o
Penghasilan yang menguntungkan dlhmmg be :
yang wajar yang biasanya: dzpero}eh Petam dm J gaha ani
mengikuti program pemermtah = :

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas,
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
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Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup
Ayat {2)

Hurufa

Huruf b

Huruf ¢ I fenn
Yang dimaksud dengan  “perubahan . iklim® ada’lah Ry
berubahnya iklim yang diakibatkan langsung- atau Hdak S
langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan = -

jelas.

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yfmg 4

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian pensuwa yang -
disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi;

{sunami, gunung meletus, banjir, kekem&g&n angin topan, {'Ean |
tanah longsor. :

Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adaiah seraﬂgm1

organisme pengganggu tumbuhan yang sﬂ“amya ‘mendadalk, S
populasinya berkembang, dan penvebarannya sanga‘t ma&

dan cepat.

perubahan komposisi atmosfir secara global, dan selain’ ﬁu,-ﬁ

berupa perubahan variabilitas iklim alam1ah yang terama‘ti"s
pada kurun waktu yang dapat dlbandmgkaﬂ Perubahan iklim R
tersebut mengakibatkan meningkatnya kegadlam iklim eksmm*_*_- :
yang berpotensi menimbulkan - banjir, -tanah longsor, -
kekeringan, dan angin topan yang akan beldampak terhad&p}" LR

penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Culkup jelas.
Huruf {

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2}

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc

Hurufd

Pasal 28

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayamn premi”

mengikuti  Asuransi  Pertanian

dengan
kemampuan keuangan Daerah.

memperham

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dam APBD yamg
dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemermtah Daerah bahwa :
Petani mampu membayar preminya sendiri,” ' :

Cukup jelas,

Pasal 29

Culkup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Culcup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “indikasi

g@ograﬁs” ada’lah

faktor lingkungan geografis termasuk : faktor alam;,

ciri dan kuahtas tertentu pada barang yang d;hagﬁkw

HARD BERMEOGIEAT DARRAN
HURTH PEMRALAREA
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i

AGIRTEN 1 SRRbA.

adalah SR
pembayaran premi untuk membantu daﬂ mendidik Petani dalam o

matu'} :" o
tanda yang menunjukkan daeral asal suatu barang, yaﬂg ki enas o
fak*t@z*.-_ AT
manusia, atau kombinasi dari kedua fak:tor tersebut; membenkan_;;;;;



Pasal 37

Huruf b

Cukup jelas.
Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d :
Yang dimaksud.dengan “pernuliaan tanam&m” adalah rangkméml

kegiatan pene}man dan pengujian atau keglatan penemuan dan .
pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk
menghasilken varietas baru dan mump@rtahankan kemurmsm_ﬁ F

benih varietas yang dihasilkan.

Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas,
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf a

melaksanakannya.

Hurufb

pemulia tanaman melalul kegiatan pemuhaan ‘i:anaman

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 38

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak ekskmsﬁ' yang dﬂ}enkan S
oleh Negara kepada seorang yvang secara sendiri atau b@bﬁrapa orang
yang secara bersama-sama menghasilkan ide . pemecahan maﬁaiah”}j’.'_.'-'3_
spesifik di bidang teknologz yang dapat berup& preduk/ proses, atau. - - .
penyempurnaan dan pengembangan produlk/] proses, yang- unm}@;_[ T
selama waktu tertentu melaksanakan ser}dm Idenya tersebui atau'_?_.:-jz_ BT
memberikan persetujuannya kepada plhak 1a1r1 unmk G

Yang dimaksud dengan “perlindungan vameias tamaman” adaiah:" :?_-:- .|
perlindungan tferhadap varietas tanaman yang d1hasﬂka11 Gleh_z




Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Jaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat
hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat {1) SR S
Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar -
Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat mﬁnghamﬂ@ﬂ
Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu. ' ' :
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi- peiaku utama seri:a:.: '

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu -menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam wmengakses | informasi - pasar, @ -

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, = pendapatan, - dan o

kesejahteraannya, serta meningkatkan Ie;esadaran dalam pelestamarj E
fungsi linglkungan hidup. RN
Pendampingan  merupakan bagian yang ﬁdak terplgahkaﬁ daﬁ_

pelaksanaan  kunjungan  penyuluh yang dilakukan - secara

intensif untuk satu kegiatan pioritas yang hasilnya menjadi indikator
pencapaian program pembangunan pertanian, - yang meh@utz g

penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan pener&paﬁ
rekomendasi untuk komoditas programprogram pmeﬁta% e
pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktarz) dan
penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencmmi}efmmf e

Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok {EIDKK-}LT

HARG FERANGHAT DARRA
[Epa ity . PEMBARAESA

e

ABISTER I SERDA




Ayat {2)

penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.

Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipﬂ yang dlbe:rl tug&s,._

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuly oleh pe;abat vang

berwenang pada satuan organisasi lingkup peltaman, perzkaman DR

atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang: berasal” dari dunia us;aha"_._'; :::
dan/atau lembaga yang mempunyai k@mpetensz i daiam bidang:'_f L

penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama ysmcr berhasﬂ da}amf___f;'_'-_--'-__ O
usahanya dan Warga masyarakat lainnya yang denga;n kesadaram‘zya RIERN

sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (3}

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 48

Cukup jelas.

Culkup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a e - -
Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar mduis’:

Hurufb

dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasﬂrtas penumm‘zgrwa

untuk  melakukan kegiatan penyortlran pemﬂahan dfm_ .

pengermasan.

Hurufc

komunikasi.
Hurufd

pembinaan dan pembebasan biava i perazman N
Hurufe '

Cukup jelas.
Huruf f

maupun di luar negeﬂ
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Penyuluh adalah perseorangan Warga negala Indoneena yaﬂg Bt
melakukan kegiatan: penyuluhan Pertanian, baik penyuluh: pegawaif o
negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh: Swadaya Penyuluh
terdiri dari 3 (tiga)} jenis, yaitu penyuluh Pegawa; Negerz Szpﬂ (PNS) AT

Perwujudan terminal agribisnis, dan subtermmai agrlbmm&;-

Fasilitas pendukung pasar hasil periamfm seperti lemam e
pendingin, jaringan listrik, gas, akses Jamng'm 11‘1f03:‘ma$1 daﬁ-_'f-_.;"-"f_':”'- _-

Memfasilitasi pengembangan pasar. mlsainya dalam bemuk-f;}'_'.f

Ketentuan mengenai promosi dlmaksudkan agar komedltag 1”18»81?._:.-_.;._-.-. ;'
Pertanian dapat dikenal oleh konsumens baﬂ{ ch daiam ﬁegeﬁig-l_'_'-._f-_ :



Hurufg
Cukup jelas.

Hurufh

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi
pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis
untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko

. penurunan harga.
Pasal 50

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah adalah kerja sama
dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas
dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan

menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan
yang telah diberikan hak oleh negara, tetap1 tidak dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai
dengan karakteristik Usaha Tani. :

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2) |
Yang dimaksud dengan “Tanah Negara Bebas” adalah tanah y&ng" -
langsung dikuasai negara. Lancs,ung dikuasai artinya tidak ada- pihak |

lain di atas tanah itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Pokok Agraria dan peraturan perundanﬁr—undanwa}rz terkait
bidang pertanahan. :

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Avat (1)
Cukup jelas. -
Ayat (2}
Hurufa
Cukup jelas.
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Huruf b S
Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan
sumber penyediaan teknologi, antara lain;, dengan . lembaga
penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga
penelitian dan  pengembangan daerah, c_ian Jatau lembaga
penelitian Pertanian internasional. 5 :
Hurufe
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d :
Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah p:ralm aan
keadaaan cuaca dan iklim yang terjadi di sua’tu daerah unmk
memperkirakan masa tanam dan masa paﬁen

Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Kelompok Peternak merupakan gabungan cia,rz dua atau lebih

Dalam Gabungan Kelompok Tani, terrnasuk Juga Gabung&njyf;_

kelompok peternak dalam satu atau beberapa dugun

desa/kelurahan; dalam satu atau bebcrapa kecarnatan; atau =
dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok
petemak T - o
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Huruf c
Culkup jelas.

Hurufd

Kelembagaan petani lainnya merupakan kelembagaan petam' 3
selain kefiga di atas, yang kemanfaatannya dipemntukkan bacfz :
petani, dan dibentuk oleh petani.

Kelembagaan petani lainnya dapat berup;a - Kelampokﬁ_ _T_a:zi_ El
Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Petani Nelayan  Seluruh -
Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),
‘ ~ Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (IEKTI) dan’ sejenisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Culkup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasﬂltam ang,gma dal&m

mengakses sarana produksi agar dapat menjadi - penjamin (avaim) daﬁ o

sekaligus sebagai penyedla informasi dan meiakulﬁaﬂ alily tekﬁalogi

Huruf g

Culkup jelas.
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Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah sama dengan atau penyesuaian
seperlunya.

Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Hurufa ' B
Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan ug@ha_
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka m@mngkatkan taraf h:ldup o

ralyat banyak.,
Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” ada}ah badan u&;ah&'._; -
yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana =~
atau barang modal dengan tidak menarik dana secara I&z&gsung c’iam' s

masyarakat,
Hurufc

Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1}
Cukup jelas,
Ayat (2) ' - '
Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau
bagian yang secara khusus menangani bidang pez tanian dari BUMD
bidang perbankan. - '

Ayat (3) - :
Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata ‘cara
mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan
sederhana dan cepat.-
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Yang dimaksud dengan “persyaratan Iunak” ada}ah persyarat&n yamg .

dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang - dapat
dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau

bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik zia:a |
siklus produksi Pertanian.

Penerapan pmsedur mudah dan persyaratan; Iu:mak taﬁpa g

mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku Secara umum dalam . '
praktik perbankan. _ :
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
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